
MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERA TURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 33 TAHUN 2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM. 2 TAHUN 2009 TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROPINSI

a. bahwa tarif angkutan penyeberangan lintas antar propinsi telah ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 2 Tahun 2009;

b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.
58 Tahun 2002 tentang Penetapan Toli-toli - Tarakan sebagai Lintas
Penyeberangan, Peraturan Menteri Perhubungan KM. 69 Tahun 2005
tentang Penetapan Lintas Batulicin - Garongkong sebagai Lintas
Penyeberangan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 325
Tahun 2009 tentang Penetapan Karimun - Mengkapan sebagai Lintas
Penyeberangan, perlu menetapkan tarif angkutan penyeberangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM. 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan
Penyeberangan Lintas Antar Propinsi, dengan Keputusan Menteri
Perhubungan;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tabun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eseion I Kementerian Negara;
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5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20
Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 2005 tentang
Penetapan Lintas Batulicin di Kalimantan Selatan - Garongkong di
Sulawesi Selatan sebagai Lintas Penyeberangan;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 2 Tahun 2009 tentang Tarif
Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi.

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 1989 tentang
Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 48 Tahun 2005;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 44 Tahun 1990 tentang
Kebijaksanaan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 8
Tahun 1995;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2002 tentang
Penetapan Toli - Toli di Sulawesi Tengah - Tarakan di Kalimantan Timur
sebagai Lintas Penyeberangan;

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang
Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan
Penyeberangan;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 325 Tahun 2009 tentang
Penetapan Karimun - Mengkapan sebagai Lintas Penyeberangan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 2
TAHUN 2009 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINT AS ANTAR PROPINSI.

Membah Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 2 Tahun
2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi, dengan
menambah tarif angkutan penyeberangan pada lintas bam sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



Ditetapkan di

Pada tanggal

JAKARTA

17Juni2010

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri BUMN;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Para Gubemur di seluruh Indonesia;
10. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
II. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan

Kepala Badan Litbang Kementerian Perhubungan;
13. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi;
14. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
15. Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
16. DPP GAPASDAP;
17. Direksi PT. Jasa Raharja (Persero).

Salinan resmi sesuai d
Kepala Bir u

UMA IS SH MM MH
Pembina Tk.I (IVfb)

NIP. 196302201989031001



LAMPlRAN PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN
NOMOR KM. 33 TAHUN 2010
TANGGAL 17 JUDi 2010

1. Lintas Penyeberangan
Jarak

KARIMUN - MENGKAPAN
98 Mil

No JENIS MUATAN SATUAN TARIF

A. PENUMPANGKELASEKONOMI
1 Penumpang Dewasa Per orang Rp. 53.250
2 Penumpang Anak Per orang Rp. 34.250

B. KENDARAAN
1 Golongan I Per unit Rp. 85.160

2 Golongan II Per unit Rp. 148.550

3 Golongan III Per unit Rp. 296.800

4 Golongan IV
- Kendaraan Penumpang Per unit Rp. 1.039.700
- Kendaraan Barang Per unit Rp. 952.300

5 Golongan V
- Kendaraan Penumpang Per unit Rp. 1.979.925
- Kendaraan Barang Per unit Rp. 1.670.825

6 Golongan VI
- Kendaraan Penumpang Per unit Rp. 3.350.550
- Kendaraan Barang Per unit Rp. 2.770.350

7 Golongan VII Per unit Rp. 3.495.850

8 Golongan VIII Per unit Rp. 5.228.550



2. Lintas Penyeberangan
Jarak

TOLITOLI-TARAKAN
260 Mil

No JENIS MUATAN SATUAN TARIF

A. PENUMP ANG KELAS EKONOMI
1 Penumpang Dewasa Per orang Rp. 113.250
2 Penumpang Anak Per orang Rp. 73.250

B. KENDARAAN
1 Golongan I Per unit Rp. 181.160

2 Golongan II Per unit Rp. 316.550

3 Golongan III Per unit Rp. -

4 Golongan IV
- Kendaraan Penumpang Per unit Rp. 2.220.700
- Kendaraan Barang Per unit Rp. 2.034.300

5 Golongan V
- Kendaraan Penumpang Per unit Rp. 4.229.925
- Kendaraan Barang Per unit Rp. 3.568.825

6 Golongan VI
- Kendaraan Penumpang Per unit Rp. 7.158.550
- Kendaraan Barang Per unit Rp. 5.920.350

7 Golongan VII Per unit Rp. 7.469.850

8 Golongan VIII Per unit Rp. 11.171.550



3. Lintas Penyeberangan
Jarak

BATULICIN - GARONGKONG
312 Mil

No JENIS MUATAN SATUAN TARIF

A. PENUMPANG KELAS EKONOMI
1 Penumpang Dewasa Per orang Rp. 134.705
2 Penumpang Anak Per orang Rp. 88.705

B. KENDARAAN
1 Golongan I Per unit Rp. 216.750

2 Golongan II Per unit Rp. 380.245

3 Golongan III Per unit Rp. 756.400

4 Golongan IV
- Kendaraan Penumpang Per unit Rp. 2.664.705
- Kendaraan Barang Per unit Rp. 2.440.680

5 Golongan V
- Kendaraan Penumpang Per unit Rp. 5.075.755
- Kendaraan Barang Per unit Rp. 4.283.355

6 Golongan VI
- Kendaraan Penumpang Per unit Rp. 8.590.845
- Kendaraan Barang Per unit Rp. 7.104.020

7 Golongan VII Per unit Rp. 8.964.210

8 Golongan VIII Per unit Rp. 13.405.990

Salinan resmi sesuai d
Kepala Biro u

S SH MM MH
Pem ina Tk.I (IV/b)

NIP. 196302201989031001


